GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 840 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Menimbang :

Mengingat

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

1.

bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai aparatur sipil
negara yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai
dasar BerAKHLAK yang dijabarkan dalam kode etik dan kode
perilaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan
suatu pedoman dalam penegakan kode etik dan kode perilaku
yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Leinbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA.

KESATU : Menetapkan pedoman penegakan kode etik dan kode perilaku
pegawai aparatur sipil negara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 840 TAHUN 2024

TENTANG -

PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

A. DEFINISI OPERASIONAL

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut
Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai
ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya
disebut Pémerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat
daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur adalah Keépala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena
jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di w11ayah
Provinsi DKI Jakarta.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD
adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro pada
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi yang selanjutnya
disebut Suku Badan Kota adalah Suku Badan Kepegawaian Daerah pada
Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tingkat Provinsi adalah Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tingkat Kota adalah Sekretariat Kota dan Unit Kerja pada Perangkat
Daerah di wilayah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Tingkat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten dan Unit Kerja pada
Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah calon pegawai
negeri sipil dan pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, termasuk pegawai negeri sipil yang ditugaskan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dan digaji sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

Kode Etik adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan,
tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga
martabat dan kehormatan Pegawai, bangsa, dan negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib
dipatuhi dan perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh Pegawai dalam
menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan
pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan
apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah segala sikap, perilaku,
perbuatan, tulisan, ucapan, tulisan dan/atau gambar yang bertentangan
dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Laporan adalah pemberitahuan atau aduan terkait adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dilakukan
dan/atau telah dilakukan oleh Pegawai baik yang dialami secara langsung
maupun tidak langsung oleh pelapor.

Pelapor adalah pihak yang menyampaikan Laporan dan/atau aduan
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dan/atau telah
dilakukan oleh Pegawai.

Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik
dan Kode Perilaku.

Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang diperoleh dari hasil
pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung, BKD,
Inspektorat dan/atau tim pengawas.

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang Pegawai memiliki
atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau golongan terhadap
setiap penggunaan wewenang sehingga mempengaruhi kualitas
keputusan dan/atau tindakannya.

Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai terlapor.

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang selanjutnya disebut
Majelis adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah Provinsi
DKI Jakarta yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, serta
menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.

Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang
disampaikan oleh Pegawai secara tertulis dan dituangkan dalam surat
permohonan/pemberitahuan serta disetujui oleh Majelis.

Sekretariat Majelis adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi
administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis.

. PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut:

1. Tahap Penerapan

a. Kepala Perangkat Daerah/UKPD wajib melakukan upaya internalisasi,

institusionalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Kode Etik dan Kode
Perilaku kepada Pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.



b. Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
melalui:

1) kegiatan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Pegawai;

2) orientasi tugas kepada calon Pegawai; dan

3) penyebarluasan informasi berbagai media diantaranya memasang
banner, menerbitkan dan mendistribusikan buku saku atau leaflet
kepada Pegawai, penyebarluasan video informasi dan lainnya;

c. Kegiatan institusionalisasi sebagalmana dimaksud pada huruf a
dilakukan melalui:

1) pemeliharaan komitmen:

a) melakukan pengawasan secara melekat oleh Atasan Langsung;

b) menginformasikan dan membuka kanal-kanal pengaduan yang
dapat diakses oleh Pegawai untuk menyampaikan Laporan atau
aduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;

c) membangun kesadaran dan budaya beretika;

d) menerapkan penghargaan dan hukuman secara adil dan objektif
(reward and punishment); dan

e) membangun keteladanan kepada seluruh Pegawai di lingkungan
unit kerja masing-masing.

2) pencegahan:

a) mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko, dampak dan
langkah-langkah pencegahan pelanggaran nilai dasar, Kode Etik
dan Kode Perilaku;

b) mensosialisasikan langksh-langkah pencegahan pelanggaran
nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku; dan

¢) merespon Laporan atau aduan pelanggaran nilai dasar, Kode
Etik dan Kode Perilaku secara cepat dan tanggap.

d. Kegiatan eksternalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan melalui:

1) penyebarluasan informasi berbagai media diantaranya leaflet,
banner, buku elektronik dan/atau media lain yang dapat diakses
oleh penerima layanan maupun pihak-pihak yang terlibat kerja
sama; dan

2) pencantuman ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai
klausul dalam perjanjian kerjasama, kontrak kerja, dan perjanjian
lainnya.

2. Tahap Penindakan
a. Umum

1) Setiap Pegawai wajib menyampaikan Laporan apabila terdapat
potensi dan/atau indikasi terjadinya pelanggaran Kode Etik dan
Kode Perilaku yang terjadi di lingkungannya.

2) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku
diperoleh dari Temuan dan/atau Laporan.

3) Temuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdiri atas:

a) Temuan atasan terlapor;
b) Temuan hasil pengawasan tim,;



4)

S)

6)

7)

1)

2)

3)

4)

S)

1)
2)

c) Temuan Inspektorat; dan
d) Temuan berdasarkan informasi pada media elektronik dan/atau

media cetak.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdiri atas:

a) Laporan yang berasal dari Pegawai; dan/atau
b) Laporan yang berasal dari masyarakat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4) disampaikan secara
langsung maupun elektronik kepada:

a) Gubernur;
b) Kepala Perangkat Daerah/Biro dari Pegawai yang dilaporkan; .

¢) Kanal pengaduan BKD; dan/atau
d) kanal pengaduan resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4) paling sedikit
memuat:

a) waktu dan tempat kejadian;
b) bukti dan/atau saksi; dan
c) nama atau identitas terlapor.

Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat
ditindaklanjuti apabila dilengkapi dengan bukti pendukung yang
dapat dipertanggungjawabkan.

. Penelusuran

Kepala Perangkat Daerah/Biro yang menerima Laporan dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memerintahkan
Pejabat yang membidangi kepegawaian di unit kerjanya untuk
melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang
disampaikan oleh Pelapor dengan meminta keterangan dan
menggali informasi atau bukti pelanggaran dari Terlapor.

Apabila berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud
pada angka 1) tidak didukung dengan bukti yang memadai, maka
Kepala Perangkat Daerah/Biro harus menghentikan penelusuran.
Apabila berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud
pada angka 1) didukung dengan bukti yang memadai, maka Kepala
Perangkat Daerah/Biro harus menyampaikan hasil penelusuran
tersebut kepada Kepala BKD.

Kepala BKD memerintahkan Sekretariat Majelis untuk menindaklanjuti
hasil penelusuran yang disampaikan oleh Kepala Perangkat
Daerah /Biro sebagaimana dimaksud pada angka 3).

Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya
dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku berdasarkan hasil
penelusuran sebagaimana dimaksud pada angka 4), maka proses
pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku
dilakukan oleh Majelis.

. Pemeriksaan

Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku
dilakukan oleh Majelis.

Ketua Majelis menentukan jadwal pemeriksaan paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak:

a) diterbitkannya Keputusan Pembentukan Majelis, khusus bagi
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I dan Majelis Kode Etik dan
Kode Perilaku II; dan



3)

4)

o)

6)

7)

8)

b) hasil penelitian dan penelusuran Sekretariat Majelis bahwa
Temuan dan/atau Laporan dapat diterima dan dilanjutkan pada
pemeriksaan pokok perkara.

Majelis menyampaikan surat panggilan kepada Terlapor atau pihak
terkait lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
pemeriksaan oleh Majelis, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis.
Apabila Terlapor atau pihak terkait lainnya tidak memenuhi panggilan
pertama sebagaimana dimaksud pada angka 3), dilakukan pemanggilan
kedua dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
panggilan pertama.

Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4)
dibuat sesuai format sebagai berikut:

KOP MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

RAHASIA
SURAT PANGGILAN 1/11
NOMOR: ..coviivirainirncnaneans

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

.
Nama B1 sunens innssanssnnensunennnissnssneanasHere s s ne s sEeTEoenFTEe ranaThes s Fh ararasasenanrs

.
Pangkat/Gol.ruang ! ..o ST PR cetrreservasnsinsasananns ereacranvensassesars
Jabatan :
2 aeeensascrasasiinsnnasasesrseunsrasesnsansssnrasnnnsnrana -
.
.
A AvserasEilveassaurarens SbsuisesnassSaanenenasnansennna ARsSvusaesbssaransantasanas
Unit Kerja
Pada:
d
hari :
ars e seuvsssescsAEEuEEReRRseRURTRIARSLSNERERS B I P AP NN NGNS AR NIRRT IR AR R AR AT sraevas
.
tanggal T reerereveusserasesane rerserernrsseransanse T Senasaste rerasasan
-1 -
jam HETO vesennmavan hesermesessrasaansetansrereansartnann TN cerrensneen
tempat :
P D ccusnens veveressasennunsrvess ererarersnanenserEnrnsns cerenerareneas rennaeressnsnes
k diperi . b
untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran
i*}
sensnsensa
Jakarta, «.ieacnn sessadBrnnnssnansa
Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
L3
NAMA .rorernrcraseervarrsosaanrornsonsror
.
i
Tembusan
§ S
2 vrenres

*} coret yang tidak periu
**) isi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN

Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan kedua sebagaimana
dimaksud pada angka 4) tanpa Alasan yang Sah, Majelis dapat
menjatuhkan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan
yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Majelis
dilakukan dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh seluruh Anggota
Majelis dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh Anggota
Majelis yang memeriksa dan Terlapor.



9) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup
ditandatangani oleh Majelis yang memeriksa, dengan memberikan
catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Terlapor tidak
bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

10) Berita Acara Pemeriksaan dituangkan secara tertulis sesuai format
sebagai berikut:

KOP MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAXKYU

Pada hari ind ....coccimmciniencnnas tangEal ....oonnrennnosinnasnns DRIAN. cocinrscoraenenens £8DUD. coravriansnans .
Tim Pemeriksa, bartanda di bawalh ini:
z
i Nama, z
NIP :
DU OOSPN - TS
Panpiat fGolruan 3
£ b - mwananss
Jabatan H
4 . emerene ke RaKeE s RaRaEan
2 HNama s
Nip 3
B e - reneenesnsabra s aran e
P t/Gol.rusan b
ng T eseiiesan veassBi B —— 0458 w50 45 A0 ST s 54 A b EHE ST e sm 8 4T
Jabatmn z
I o e S an e R T o RanesneaneShaT
3 Nama :
NIP :
: = B s snasi - e EER s nima
Gol.ruan :
Y4 : REmnseTanvse s e aaiseas

berdasarkan wewenang yang ada pads kami, telah dilakukan pemeriiczaan dan
permintasan keterangan terhadap:

Nama N ehuan ST annneacnanns CR Y - NP, . I
NIF - T N - - I ceerneveran
Panglcat/Gol.ruanyg SR SenshzscneySLL) . reserresererarsrnsepsaassan
Jabatsn S U WO SO SN N SO N IO~ SO Fraaas
Pnit Kerja 5 . eruaressmansecanevasnraany
karens yang bersenghutan diduga felah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku terhadap ketentuan ................ e R
1. PortANFRANT .. riirecvimnsrcaranssonsnnisnrenanssstonsssmssasnnrsssnsnrasensosarsanssnssn
JEWADANT «.voieariecnnnireneaanesssiniane B SEETS e 2 e SRR 0 o
3. Diat.
Demikian Barita Acara Pemeviksaan dan Penelitian ini dibust untuk dapat digunalesn
sabagpaimans mestinys.
B8 21055 ¢ T eeius
Yanyg diperiksa Majelis Kode Etik dan Kode Ferilalku ... %)
Nama z i. Nama b
nNip H nip H
Jabatan g Tands Tangan o
Tanda Tangan 2. Nama :
Nip :
Tanda Tangan &
3. dst.

*} Ketentuan Kode Efik dan Kode Perilaku yang dilanggar
*} Sesual jenis Majalis

11) Majelis menentukan bentuk rekomendasi Majelis paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan sidang terakhir.

12) Majelis menentukan bentuk rekomendasi Majelis secara musyawarah
mufakat tanpa dihadiri Pegawai yang diperiksa.



13) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 12)
tidak tercapai, bentuk rekomendasi Majelis diperoleh dengan

mengambil suara terbanyak.
14) Rekomendasi Majelis diberikan dengan format sebagai berikut:

KOP MAJELIS KODE ETIK DAN KOLE PERILAKU

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN XODE PERILAKU
HOMOR v cerencmamncncnsnscarsannen

Dmmmmbmmmwmwmmmmm ........... tanggal
.......... bulan ..cecreeee ARBN cieeren., Kami Majelis Kode Etik dan Xode Perilaku
LN IV V) telan melaskulcan pemeriksaan terhadap:

Naxna E Eeand SSUPUUIE =S¥ P S~ . WO~ ST

NP : .- SrAesnenEEe san s e ar taa Nt A s TR T

PangkatfGol.ruang e e e s e L e Ra s e na ey

Jabatan : Aesanenennsennnarans itana s ntanns Tusnn nsesFasuansansnsnennne

Uit Kexja - =

Berdasarkan hasil pemerikaaen, ASN yang namanya terssbut diates terbulctistidalc
terbulctl*} melakukan perbuatan yang melangear katentuan....... ** BETUPR .ieeececianenes
Berdasarkan Sidang Majelis Xode Etiic dan Xode Ferilaleu pada hari ........ tangzal ......... ,

Majelis merakcomendazilcan Pegawai sebagaimana tersebut i atas untuik:

i. Dijatuhi sanlcsi moral berupa pernyatasn secara tertutup /terbuka®) kevens melangrar
ketentusr: ... **) yaitu ..........

. Dinyataken tidak terbukti berzalah.

ii. Diperilcsa sesusai ketantuan Peratursn Perundang-undangan wmengenai diziplin
pezawsi.

Detaildan, disampadlcan untulk dipergpunalcan sebagaimana mestinya.

Ketusa Majelis,
Noama ... -
NEF covreeonsuens N
Tembusan Yth:
U S
D iiesrentrnssamnesn e rsnnn
*} coret yang tidak periu

**} izi sexuai ketentuan, yang dilanggar
C. MAJELIS
1. Tugas dan Jenis Majelis

a. Majelis dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran nilai-
nilai Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.

b. Jenis Majelis terdiri atas:

1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I;

2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku II;

3) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III;

4) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku IV; dan
S) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku V;

c. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 1) dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh:



1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan _
2) Pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana
dimaksud pada angka 1) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta.

d. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku II sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 2) dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

2) Pejabat Fungsional Ahli Utama; dan

3) Pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana
dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.

e. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 3) dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh:

1) Pejabat Administrator;

2) Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Tingkat Provinsi;

3) Pejabat Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama di
Tingkat Provinsi;

4) Pejabat Fungsional Keterampilan di Tingkat Provinsi; dan

5) Pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana
dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) di Tingkat
Provinsi.

f. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku IV sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 4) dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh:

1) Camat, Wakil Camat, dan Sekretaris Kecamatan di Tingkat Kota;

2) Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Tingkat Kota;

3) Pejabat Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama di
Tingkat Kota;

4) Pejabat Fungsional Keterampilan di Tingkat Kota; dan

5) Pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana
dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) di Tingkat Kota.

g. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku V sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 5) dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh:

1) Camat, Wakil Camat, dan Sekretaris Kecamatan di Tingkat
Kabupaten,;

2) Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Tingkat Kabupaten;

3) Pejabat Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama di
Tingkat Kabupaten;

4) Pejabat Fungsional Keterampilan di Tingkat Kabupaten; dan

5) Pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana
dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) di Tingkat
Kabupaten.

2. Susunan Keanggotaan Majelis

a. Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I sampai dengan
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku V terdiri atas:

1) 1 (sdtu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
2) paling sedikit 2 (dua) orang Anggota.

b. Jabatan Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
boleh lebih rendah dari jabatan Terlapor.



c. Susunan keanggotaan:

1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I, dan Majelis Kode Etik dan
Kode Perilaku II, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan

2) Majélis Kode Etik dan Kode Perilaku III, Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku IV, dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku V, ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

d. Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I, dan Majelis Kode

Etik dan Kode Perilaku II bersifat ad hoc dan berakhir bersamaan
dengan selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan
Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

e. Dalam hal salah satu anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III

diduga memiliki Benturan Kepentingan dalam pemeriksaan
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, maka sidang Majelis
dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku II.

f. Dalam hal salah satu anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku IV,

dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku V diduga memiliki Benturan
Kepentingan dalam pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku, maka sidang Majelis dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik dan
Kode Perilaku III.

D. SEKRETARIAT MAJELIS

1.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan Majelis, dibentuk
Sekretariat Majelis.

Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipimpin oleh
Sekretaris.

Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di:

a. BKD; dan
b. Suku Badan Kota.

Sekretariat Majelis yang berkedudukan di BKD sebagaimana dimaksud
pada angka 3 huruf a berwenang melakukan penelitian dan penelusuran
atas Temuan dan/atau Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku di tingkat Provinsi yang disampaikan secara langsung kepada
Sekretariat Majelis maupun melalui kanal pengaduan dengan tetap
menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

Sekretariat Majelis yang berkedudukan di Suku Badan Kota sebagaimana
dimaksud pada angka 3 huruf b berwenang melakukan penelitian dan
penelusuran atas Temuan dan/atau Laporan dugaarn Pelanggaran Kode
Etik dan Kode Perilaku di tingkat Kota dan/atau Tingkat Kabupaten yang
disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Majelis maupun melalui
kanal pengaduan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Pelapor,
yang dilaksanakan dengan ketentuan:

a. masing-masing Suku Badan Kota melaksanakan tugas pada Tingkat
Kota sesuai wilayah kewenangannya; dan

b. Suku Badan Kota Jakarta Utara melaksanakan tugas pada Tingkat
Kabupaten.

Sekretariat Majelis melakukan penelitian dan penelusuran atas Temuan
dan/atau Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku
sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 sepanjang Laporan
tersebut telah memenuhi ketentuan:
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a. termasuk Temuan dan/atau Laporan tersebut tidak termasuk dalam
wewenang Majelis;

b. Pelapor telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
huruf B angka 2 huruf a angka 6); dan/atau

c. Laporan yang belum pernah ditindaklanjuti sebelumnya oleh Majelis
dan/atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sekretariat Majelis menyampaikan hasil penelitian dan penelusuran
kepada Ketua Majelis untuk ditindaklanjuti jika dugaan pelanggaran
termasuk dalam Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

E. BENTUK REKOMENDASI MAJELIS

1.

Majelis menetapkan rekomendasi Majelis berupa:

a. penjatuhan sanksi moral; atau
b. pernyataan tidak bersalah,

untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Rekomendasi Majelis berupa penjatuhan sanksi moral sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf a dikenakan kepada Terlapor yang terbukti
melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Rekomendasi Majelis berupa pernyataan tidak bersalah sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf b dikenakan kepada Terlapor yang tidak
terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada angka 3
dituangkan dengan format sebagai berikut:

SURAT FERNYATAAN

Yang bertanda n di bawah ini:
.
Namea . :
- P I - S - - .
NIp -
B -~ R~ R T~~~ T N

Fanglcat/CGeol raang R T R errern i nnn e nnan s T i manan s vae th STk aunun S a i n s e s s Tan vrn e en ryon s mnas
Jabatan :
2 Fres s ITETE S s STk cannn aliea SR dr s ne s e PR~ E2 et

Unit Kerja D E=emmeas a4 s A TSRS Se S e va s i TE o E T BB e T U= TR NS
R
i
3
L. ! ini m bahwa

-
MNams T mememcsvenalhasThuens snnanneaTeesrans netncntnte cneadenenenThasnenonendte Thenrnrsetennan

Hip = N N TR .- . -SSRSO SR 1Y SR
CGol z
T Fre et asis et o2 waa TR ana ST e nn Dieea e aTansunonesssh PO - N TN
Jabatan b
5 mes oS EE e n o SRR T a4 e u T ST PRt SR Fa fe s na SR ua T2 o neaanenaln L B
Unit 7'y b
= PR SR U S N T P~ ST conan

tidak pernah melakukan tindaksn yang melanggar maupun bertentangen dengan
ketentuan Xode Etik dan Kode Perilaku yang berlaloux di ingicangan Pemaerintah FProvinsi
DKI Jakarta

Demiltian surat permystasn ini says bust dengan sebenarnys den tanpa ads palcsaan dari
pihaic manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarts, ........ I R R venasanaseere

NP, emveeasrasasaarennnan s -
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5. Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin oleh Terlapor,

Majelis dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang
untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

F. PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

1.

Gubernur mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Kepala
Perangkat Daerah /Kepala Biro yang berkedudukan sebagai Pejabat Tinggi
Pratama untuk menetapkan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral atas
pelanggaran yang dilakukan oleh:

a. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana;

b. Pejabat Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Pejabat
Fungsional Keterampilan; dan

c. Pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.

Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro dapat memberikan kuasa kepada
Pejabat Administrator yang menangani kepegawaian untuk menetapkan
Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral atas pelanggaran yang dilakukan
oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional Ahli Madya,
Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan
Pejabat Fungsional Keterampilan.

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
yang tidak melaksanakan rekomendasi Majelis dikenakan hukuman
disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin pegawai.

G. SANKSI MORAL

1.

Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku dikenakan sanksi moral.

Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan
dengan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima
rekomendasi Majelis. -

Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada angka 2
dibuat dengan format sebagai berikut:
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KEPUTUSAN ... irecvvmeiimiaenncsnensenon *}
NOMOR ..ccvvrenrerenersasers
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA ...ccvimenermrvrmnraee

YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA %

Menimbanyg H

e

Mengingat

Menetapkan :
KESATUY b
KEDUA &
KETIGA P
Tambusan:

. >
T L P L T L LT T PPN Y

a. bahwa bardasarkan Laporan Hasil Sidang Mujelis Kode Etik dan
Kode Perilaku, Majelis merakomendssikan penjatulian saniksi moral

Repada SauABr® ....cvovease cmmann karena telah terbukii melsloukan
perbustan yang melanggar ketentuan ... S B

b. bahwa berdasarkan pertimbangan ssbagaimana dimaksud dalam
huraf =&, perlu menetapkan Keputusan ........... *}  tentang
Penjatuhan Sanksi Moral kepada Saudara............ e YEOIZ Berups
Pernyataan Tertutup/Terbulka™);

1. Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
{Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 5494});

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinsan
Jiwa Korps dan Kode Efik Pegawai Negeri Sipil {Lembaren Negsrs,
Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesiz Nomor 4480);

3. (peraturan terkait Iainnya);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN .eeicavnnnas * TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL
KEPADA SAUDARA  cvvereerveeremersane YANG BERUPA PERNYATAAN

TERTUTUP/TERBUKA **)

Menjatubkan sanksi moral berupa pernyatsan tertutup/terbulca*)
kepada:

Nama 2l erievarersasasrhnnrnraranstianen

nme B DaremasediReadTan s fBasecesnntranttnnntonsTonEannnrsnarsnane

Pangkat /Gol. T e S~ S = eesmenvanan

ruang

Jabatan A S~ TN F - - DUNEON .

Unit Kerja D e covene S beinr ks b bns vieren
Terbukti melangpar Xode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimane
diatur dalam Pasal ... "} Peraturan Gubemur Nomor .ocueeenrnan i

Konadas Saudars . seshavsimans tersshut nada dilcbowm KESATI.

Keputusan ini mulai beriaku pada tanpggal ditetapian.

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta .
2. Kepsala Badon Kepegaweian Daerah Provinsi DKL Jakarta
3. Pejabat lain yung diangpsp periu

*  Tulislah nama jabatan davi pajabat yang berwenang rmenjatuhkan sanlexi moral
1 Coret yang tidak peziu
s Tulislah ketentuan Peraturan Gubernur yang dilangger
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Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada angka 2
disampaikan melalui:

a. pernyataan secara tertutup; atau
b. pernyataan secara terbuka,

yang dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal
ditetapkan.

Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a,
dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral;
dan

b. disampaikan dalam pertemuan tertutup vang dihadiri oleh Pegawai
yang bersangkutan, pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang
terkait.

Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b,
dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral;

dan
b. disampaikan dalam forum pertemuan resmi, upacara bendera, media

massa, papan pengumuman atau forum lain yang dipandang sesuai.

Pegawai yang dikenakan sanksi moral dipanggil oleh pejabat yang
berwenang untuk menerima Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral dengan
surat panggilan sesuai format sebagai berikut:

SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA
SURAT KEEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

Kepada
-

1. Dengan ini-diminta: kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

‘Mama. . : LR g e e
I'I]P’ . ) I . S ———— O SR v i e s EAEE e s n TS
Psngks.tjﬂ-dl.msng g N e . B mmmmsws 4 __TH_ =
‘Jabatan L e I = e g I T

.. Uﬂit xﬂiﬂ RO FERE s sl nEHE Y o =fioian Mot bt vm 2 40 WEUTTE e SEFETRER b 2 2 E
Pada:

Han . N U S . M
Tanggal g L ELmm m  m_mm e mom m.w
Jam. | = T S A SR -~ DO S
Tempat I O - . A N A S

2. Demikian untulk dilaksanalcan.

Tembusan:

1. Kepalam PRERWALAS
20 Pmabat 1aiin yang dzanggap perIu

*}. ‘ tansan &
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8. Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan
angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral sesuai
dengan format sebagai berikut:

BERITA ACARA
PENYERAHAN KEPUTUSAN
PENJATUHAN SANKSI MORAL

Pada hari ini ........ tanggal .......... bulan ......... tahun dus ribu dus pulub

evassesnnenny DOVLEINPAL i oonrererrrreery SAVS 1onererennnns PAREkAL/Gol. Ruang .......covenene.
Jjabatan .............. dengan disaksikan oleh:

1. Namsa R,

D N e T L R e L e LT R P2 Y

Pangkat/gol. Ruang B T eeaa T e Raen s e ks T ke aTTTE Sia a0 R e e T R e

Jabatan ] rasmesarserKasETRENRECAKERURESNASSWRSSANSS IR LSINAAARATES AR SASRERIERSS

Uni 3
nit P iR R AR R e ST e e s sk
2. Nma .- AAARBAAEBEABRSARRLA SRR P RER R B SR P OIRAN P UNPBENSRRRNOBS SO SHARREAP BN RARRF B RN
m - GAPEAP IR R P AP DU IRPIESASRARPAA RSB EPA AP R ARSI AR P RARF AP SRR AR ARI ARG RN
Jabatsan D ceeameasaaRre s AEARASSSEEeL RS RSO ASSLA K AR SRR BSAAS SARY SR

Unit Kexja

Telah menyampaikan 1 {satu) lembar Kepumm cvaoneeessuees NOMIOY ........ Tentang
cecrrvenneenns ROpARdAZ

Nama

.
~ & £ - RN DS OVEBRANENEG PRSI NIUS NGB G RR v AV ACOreRrubRhur PP de
NIP : - :
P t/Gol. :
o - FURAERD AWBARBR » RRELREPEERRPRNA S ; WABRBETRE S
Jabatan :
” RARSARS PR 33 o A L2238 LEX L1 S SREUNREIUS
- i
it 2 :
- ERNBGARENEANEN RS RN CDO VLGN PENRE R RS ER A BRSSP LN ISR AN AR RS ERNRARBABE R ESEAR I RSN VBARERNAR IS

Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini saya buat dengan

sebenarnys mengingat sumpsh jabatan dan wntuk  menguatkennya
ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang menerima, Yang menyerahkan,

R T e T Y Ty T Ty R T Y T Y P P T YN P )

mp..-nu-u.....ununu” mﬂm.i(l“l@ﬁl"ll.ﬁﬁ“;!’n‘inl.“.

SAKSI-SAKS!

Nama

Pangkat
Gol. Ruang

Namse
Pangkat
Gol. Ruang

Tanda Tangan

k% a8 sa A e«
¥4 B2 se ¢ w8

Tanda Tangan
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9. Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan
permohonan maaf dan/atau penyesalan sesuai dengan format sebagai

berikut:

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF/PENYESALAN

Says yang bertands tangan di bawah ini:

Nams - _
NIP VOO Sexsensssns BAus2ATs ravsnuansansnanasustsssunznnstansuanssen
Panglit/Gol.yusng : earressareasransns
Jabatan I eesercecennees - . SO U
Unit Kerja [ — e

Dengan ini memohon masf atas perbuatan saye berupe ......oreceeeenn.... et} yang

:;Iah melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilalu Pegawai Aparatur Sipil
egars,

Saya berjanji tidak aken mengulangi perbustan tersebut.
Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungpuhnya.

JaIRIA, .oiiviiiiiiiniinnrae et e
Yang Membuat Pernyataan,

NAMA ... .

NIP coreiiirenerenerecrtnresnessonsascnsrsesssonsassnnanes

%) isi sesusi pelanggaran kode etik yang telah dilalokan

10. Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral dan pernyataan Pegawai
sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 disampaikan kepada
Gubernur melalui Kepala BKD.

=

=

ST
i




